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PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BANJARDAWA
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG
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PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BANJARDAWA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BANJARDAWA
Menimbang
:
a.
bahwa guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa memerlukan tata cara pemungutan suara;
b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Banjardawa Tanggal 4 Juli 2018. Nomor : 141/04/PANPIL/VII/2018 tentang Tata Cara Pemungutan Suara, telah dilaksanakan rapat dalam rangka penyusunan Tata Cara Pemungutan Suara;

c. bahwa berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun  2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, Panitia Pemilihan wajib dan bertugas menyusun dan menetapkan tata cara pemungutan suara; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banjardawa tentang Tata Cara Pemungutan Suara;
Mengingat
:
1.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pemalang  Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

2. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun  2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pemalang  Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
3. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala        Desa;

4. Peraturan  BPD Desa Banjardawa Kecamatan Taman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Khusus Pemilihan 
Kepala Desa Banjardawa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
:
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BANJARDAWA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Permusyawaratan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pemalang.

2. Camat adalah Camat di Kabupaten Pemalang.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Banjardawa.
5. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Banjardawa.
7. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

8. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa; 

9. Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengawas Desa adalah Tim Pengawas yang dibentuk BPD untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.

10. Bakal Calon adalah penduduk Desa warga negara Indonesia yang mengajukan lamaran menjadi Calon Kepala Desa dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan.

11. Berkas pencalonan adalah surat lamaran beserta bukti-bukti persyaratan pencalonan Kepala Desa.

12. Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan telah lulus ujian penyaringan dan/ atau telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa. 

13. Calon Terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

14. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.

15. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa. 

16. Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa pada beberapa Desa yang dilaksanakan dalam waktu yang sama.

17. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
18. Sumpah/ Janji adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan bersaksi kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa apa yang dikatakan atau dijanjikan itu benar.

19. Hari adalah hari kerja Pemerintah Kabupaten Pemalang atau pemerintah Desa.

BAB II

PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu
Waktu Pemungutan Suara

Pasal 2

(1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan waktu dan tempat pemungutan suara dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
(2) Penetapan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan: 
a. hari, tanggal, tahun;
b. waktu pembukaan dan penutupan rapat pemungutan suara; dan

c. kemungkinan pengunduran waktu rapat pemungutan suara.

(3) Penetapan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan Keputusan Bupati tentang penetapan waktu pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa serentak.

(4) Penetapan waktu pemungutan suara sebagaimana dimakud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan dan diumunkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan. 

(5) Panitia Pemilihan mengumumkan tentang akan diadakannya pemungutan suara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan.
(6) Untuk keperluan ketertampungan pemilih dalam menggunakan hak memilih, Panitia Pemilihan mengantispasi rapat pemungutan suara dapat dibuka pukul 07.00 WIB dan dapat ditutup pada pukul 15.00 WIB.

(7) Waktu penutupan suara disesuaikan dengan banyak sedikitnya jumlah DPT.

Bagian Kedua
Undangan Pemungutan suara
Pasal 3
(1) Selain mengumumkan akan diadakannya pemungutan suara, Panitia Pemilihan memberitahukan atau mengundang penduduk yang berhak memilih untuk menggunakan hak memilihnya pada saat pemungutan suara.

(2) Pemberitahuan atau undangan kepada penduduk yang berhak memilih, dilakukan dengan Surat Pemberitahuan dengan Tanda Bukti Penerimaan.

(3) Pemberitahuan atau undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sudah disampaikan kepada yang bersangkutan atau keluarganya paling lama 2 (dua) hari menjelang hari pemungutan suara.

(4) Dalam Surat Pemberitahuan dicantumkan nama dan nomor pemilih, Nomor Induk Kependudukan sesuai DPT, tempat dan waktu Pemungutan Suara.

(5) Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, paling lama 1 (satu) hari menjelang hari pemungutan suara tetapi belum menerima Surat Pemberitahuan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan.

Bagian Ketiga
Penyiapan Tempat dan Perlengkapan Pemungutan Suara
Pasal 4
(1) Panitia Pemilihan menyiapkan TPS untuk pemberian suara pada pemungutan suara pemilihan Kepala Desa.

(2) TPS dikelompokan perDusun. 

(3) Setiap TPS dapat terdiri dari 1 (satu) bilik suara atau lebih.

(4) Dalam hal pemungutan suara dilaksanakan pada 1 (satu) TPS, maka bilik dengan wilayah (Dusun ) yang lebih luas dibuat terpisah dari bilik Dusun lainnya.
Pasal 5

(1) Panitia Pemilihan menyiapkan alat untuk pemberian suara dan alat kelengkapan lainnya yang telah ditetapkan

(2) Alat untuk pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa peralatan suara secara elektronik.

(3) Panitia Pemilihan menyiapkan bilik suara dengan mengantisipasi kemungkinan adanya gangguan keamanan, cuaca dan gangguan lainnya.

(4) Penyiapan bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menerapkan prinsip efisien, tertib, dan aman.

(5) Dalam pemungutan suara diatur 1 (satu) bilik suara dipersiapkan untuk paling banyak 1.500 pemilih.

(6) Dalam hal keterbatasan peralatan e-voting, 1 (satu) bilik suara dipersiapkan untuk 1.500 pemilih atau lebih.

(7) Dalam hal pemungutan suara dilaksanakan pada 1 (satu) TPS, alat untuk pemberian suara pada bilik dengan wilayah (Dusun) yang lebih luas dibuat terpisah dan disekat dari bilik Dusun lainnya.

Pasal 6
(1) Sebelum rapat Pemungutan Suara dimulai, Panitia Pemilihan dan Calon meneliti tempat pemungutan suara dan kelengkapannya.

(2) Sebelum rapat Pemungutan Suara dimulai, Panitia Pemilihan menyiapkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara yang akan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Calon.

(3) Dalam hal pemungutan suara dilaksanakan pada 1 (satu) TPS, Panitia Pemilihan mengundang Calon untuk hadir pada kegiatan pemungutan suara sesuai dengan tempat dan waktu yang telah ditetapkan.

(4) Dalam hal bilik suara lebih dari 1 (satu), maka bilik Dusun dengan wilayah yang lebih luas dibuat terpisah dan dibuatkan penyekat dari bilik Dusun lainnya.
(5) Apabila sebelum pemungutan suara dilaksanakan terdapat Calon yang berhalangan hadir diluar kemampuan, maka harus izin tertulis kepada Panitia Pemilihan disertai dengan alasan-alasannya dan diumumkan.

(6) Dalam mengajukan permohonan izin, Calon menunjuk satu  orang Saksi untuk turut memeriksa tempat pemungutan suara dan kelengkapannya dengan Surat Kuasa.

Pasal 7
(1) Pemungutan Suara dilakukan dalam rapat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa.

(2) Rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan.

(3) Penduduk yang terdaftar dalam DPT yang akan menggunakan hak memilihnya wajib datang ke TPS untuk memberikan suara sebelum waktu pemungutan suara ditutup.

(4) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan di dalam bilik suara.

Pasal 8
(1) Untuk keperluan pemungutan suara Panitia Pemilihan membuat TPS.
(2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memilih tanda gambar dengan menggunakan peralatan suara secara elektronik.

(3) Sebelum pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:

a. pengecekan peralatan e-Voting/komputer dan aplikasi pemilihan dalam kondisi nol.

b. pengindentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan

c. penghitungan jumlah setiap dokumen dan/ atau peralatan lain.

(4) Kegiatan pengecekan, pengindentifikasian dan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dihadiri Saksi dari Calon, BPD, Tim Pengawas, dan warga setempat.

(5) Kegiatan pengecekan, pengindentifikasian dan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh Saksi dari Calon.

(6) Setelah melakukan pengecekan, pengindentifikasian dan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

(7) Dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan urut kehadiran pemilih.

(8) Apabila menerima smart card rusak/ tidak berfungsi, pemilih dapat meminta ganti/ tukar smart card kepada Panitia Pemilihan.

(9) Pengecekan peralatan e-voting/komputer dibantu Tim Teknis Lapangan yang bertugas membantu Panitia Pemilihan
BAB III
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
Pasal 9
(1) Pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan peralatan suara secara elektronik.

(2) Panitia Pemilihan wajib memiliki pengetahuan untuk mengoperasikan sistem pemungutan dengan peralatan suara secara elektronik.

(3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pelatihan sistem pemungutan suara dengan peralatan suara secara elektronik oleh Panitia Tingkat Kabupaten paling lama 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

(4) Pemberian suara dengan peralatan suara secara elektronik dilakukan dengan cara menyentuh tanda gambar Calon yang berhak dipilih pada layar sentuh dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

(5) Peralatan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat sertifikat lebih dahulu dari lembaga yang berwenang.

(6) Sebelum peralatan suara secara elektronik digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa, disosialisasikan kepada Panitia Pemilihan, Tim Pengawas, para Calon dan masyarakat yang dilakukan oleh Panitia Tingkat Kabupaten.

(7) Guna menjamin terjadi penyalahgunaan perangkat peralatan suara secara elektronik, semua pihak wajib menjaga keamanan, keakuratan dan kerahasiaan dalam pemberian suara.

(8) Sebelum melaksanakan pemberian suara dengan menggunakan peralatan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan memperlihatkan database Calon dalam keadaan 0 (nol) dan server database Calon dalam keadaan terkunci serta memperlihatkan kotak struk dalam keadaan kosong.

Pasal 10
(1) Sebelum melaksanakan tugas, petugas pemungutan suara mengangkat sumpah/ janji dilakukan oleh ketua Panitia Pemilihan.
(2) Pengambilan sumpah/janji oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan warga masyarakat yang hadir.

(3) Kata-kata sumpah/janji petugas Pemungutan suara yaitu : 

“Demi Allah/ Tuhan, saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku Petugas Pemungutan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan taat melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Pemilihan Kepala Desa”.

(4) Petugas Pemilihan menandatangani Berita Acara Pengambilan sumpah/ janji.

(5) Berita Acara Pengambilan sumpah/ janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran Panitia Pemilihan ini.

Bagian Kesatu
Ketentuan Pemilih menggunakan hak memilih

Pasal 11
(1) Pemilih yang akan menggunakan hak memilihnya harus datang ke TPS sebelum pemungutan/ pemberian suara ditutup.

(2) Pemilih hanya diizinkan menggunakan hak memilihnya 1 (satu) kali dalam pemungutan suara.

(3) Pemilih yang telah menggunakan hak memilih, wajib diberi tanda, baik pada DPT maupun jari tangan.

(4) Pemilih yang datang ke TPS setelah waktu penutupan pemungutan suara, tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

(5) Dalam hal peralatan e-Voting tidak cukup waktu untuk menampung pemilih maka dilakukan pengunduran waktu pemungutan suara.

(6) Dalam hal terjadi pengunduran waktu pemungutan suara dituangkan dalam Berita Acara.
(7) Berita Acara pengunduran waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum pada Lampiran Peraturan Panitia Pemilihan ini
Bagian Kedua
Mekanisme Pemberian Suara Dengan Menggunakan Alat Pemungutan Suara Secara Elaktronik

Pasal 12
(1) Mekanisme pemberian suara dengan menggunakan alat pemungutan suara secara elaktronik:

a. Pemilih datang ke lokasi TPS.

b. Pemilih masuk ke dalam TPS lewat pintu masuk yang disediakan dengan menunjukkan dan menyerahkan surat undangan dan  Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

c. Dalam hal pemilih tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elekronik, dan dapat menunjukkan bukti karena hilang, rusak, sudah merekam namun tidak bisa dicetak, tertinggal di kota lain  maka pemilih menggunakan Kartu Keluarga yang masih berlaku dan sah.

d. Petugas pemungutan suara meneliti surat undangan dan mencocokan dengan DPT serta memastikan bahwa yang bersangkutan merupakan pemilih sah belum menggunakan hak memilih.

e. Apabila pemilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk elektronik, maka Petugas pemungutan suara meneliti Kartu Tanda Penduduk Elektronik pemilih dengan bantuan alat verifikator Kartu Tanda Penduduk untuk memastikan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dibawa adalah sah dan miliknya.

f. Petugas pemungutan suara memberi tanda pada undangan dan nama pemilih dalam DPT yang baru hadir sebagai keterangan pemilih telah hadir menggunakan hak memilih.

g. Pemilih membawa surat undangan yang telah diberi tanda sah/cocok untuk ditukar dengan smart card  ke meja/ petugas pemungutan suara.

h. Pemilih menunggu di tempat yang telah disediakan apabila keadaan harus antri.

i. Petugas pemungutan suara memberikan smart card kepada Pemilih untuk digunakan sebagai alat untuk menampilkan kartu suara elektronik.

j. Pemilih menuju ke bilik suara dengan membawa smart card.

k. Pemilih memasukan smart card ke card reader atau dapat dibantu petugas bilik suara

l. Setelah smart card dimasukkan ke card reader akan tampil kartu suara elektronik berupa tanda gambar Calon dalam layar monitor yang ada di dalam bilik suara.

m. setelah muncul tanda gambar Calon pada monitor, 
Pemilih menyentuh satu kali pada salah satu tanda gambar Calon yang menjadi pilihannya.
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setelah tanda gambar Calon disentuh, maka pada layar monitor muncul lembar konfirmasi berupa tulisan “YA” dan tanda      warna hijau dalam kotak dan tulisan “TIDAK” dan tanda X warna merah dalam kotak, untuk memastikan pilihan sudah benar atau pilihan belum benar. 

o. jika pilihan sudah benar, Pemilih menyentuh tepat pada tulisan “YA” dan  tanda       warna hijau dalam kotak dan jika belum benar menyentuh tepat pada tulisan “TIDAK” dan tanda X warna merah dalam kotak.

p. jika Pemilih menyentuh tulisan “YA” dan tanda    warna hijau dalam kotak, maka akan keluar lembar struk sebagai bukti Pemilih telah menggunakan hak memilih.

q. jika Pemilih menyentuh tulisan “TIDAK” dan tanda X warna merah dalam kotak, maka layar akan kembali ke tanda gambar Calon untuk memberi kesempatan Pemilih menentukan pilihannya.

r. Pemilih yang telah menggunakan hak memilih keluar dari bilik suara dengan membawa lembar struk dan menyerahkan smart card kepada petugas pemungutan suara untuk digenerik ulang.

s. Pemilih memasukkan lembar struk ke dalam kotak suara atau audit yang telah disediakan Panitia Pemilihan.

t. Pemilih menuju pintu keluar yang telah disediakan Panitia Pemilihan.

u. sebelum keluar Pemilih wajib mencelupkan salah satu jari ke bak tinta yang disiapkan Panitia Pemilihan sebagai tanda telah menggunakan hak memilih.

(2) bukti karena hilang, rusak, sudah merekam namun tidak bisa dicetak, tertinggal di kota lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
a. karena hilang, dibuktikan dengan laporan kehilangan yang diterbitkan kepolisian.
b. karena rusak, dibuktikan dengan menunjukkan fisik KTP Elektronik yang sah.
c. karena sudah merekam namun tidak bisa dicetak, dibuktikan dengan surat keterangan/bukti sudah rekam dari Disdukcatpil Kabupaten Pemalang.
d. karena tertinggal di kota lain, dibuktikan dengan fotokopi KTP Elektronik yang sudah dilegalisasi pejabat yang berwenang.
Pasal 13
(1) Dalam hal tidak muncul tanda gambar Calon pada layar monitor, berarti data dalam smart card telah digunakan sebelumnya atau belum digenerik.
(2) Apabila smart card belum digenerik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemilih dapat meminta ganti smart card hanya untuk satu kali.

(3) Pemilih menggunakan hak memilih hanya untuk satu kali dan smart card yang telah digunakan tidak dapat digunakan lagi oleh yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Sahnya Dan Penandatanganan Berita Acara Pemungutan Suara
Pasal 14
(1) Dalam hal terjadi pengunduran waktu pemungutan suara dituangkan dalam Berita Acara.

(2) Panitia Pemilihan setelah melaksanakan pemungutan suara, membuat berita acara pemungutan suara yang ditandatangani Calon dan Ketua Panitia Pemilihan.

(3) Contoh Berita Acara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
(4) Sahnya hasil pemungutan suara tidak dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya tanda tangan calon atau saksi.

BAB IV

PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 15
(1) Panitia Pemilihan segera melaksanakan penghitungan suara disaksikan Calon dan/ atau Saksi setelah pemungutan suara berakhir.
(2) Panitia Pemilihan meneliti persiapan penghitungan suara.

(3) Sebelum penghitungan suara dimulai Panitia Pemilihan menyiapkan Berita Acara Penghitungan Suara yang akan ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan dan 2 (dua) orang anggota Panitia, Calon dan/ atau Saksi.

(4) Panitia Pemilihan mencatat hasil penghitungan suara pada catatan penghitungan suara.

(5) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan dan dapat ditandatangani Calon dan/ atau Saksi.

(6) Dua orang Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari Sekretaris Panitia Pemilihan dan Seksi Pemungutan Suara.
(7) Hasil penghitungan suara diumumkan oleh Ketua Panitia Pemilihan kepada Calon/ Saksi dan pemilih serta masyarakat.

(8) Sebelum melakukan penghitungan, Panitia Pemilihan menyiapkan:

a. papan penghitungan sebagai alat bantu;

b. blanko administrasi penghitungan;

c. berita acara penghitungan suara; dan

d. alat kelengkapan lain sesuai kebutuhan.

(9) Ketua Panitia Pemilihan segera menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara setelah penghitungan suara selesai.

(10) Contoh Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. 

Pasal 16
(1) Dalam hal pemungutan suara dilaksanakan dengan peralatan suara secara elektronik, penghitungan suara dilakukan dengan mencetak hasil penghitungan suara per bilik/ wilayah secara otomatis dengan peralatan e-Voting dan tidak membuka kotak suara/ audit. 

(2) Dalam hal pemungutan suara dilaksanakan dengan peralatan suara secara elektronik, maka berita acara disesuaikan dengan berita acara yang dihasilkan dari peralatan suara secara elektronik.

(3) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah pemilih yang hadir dengan jumlah pemilih dalam alat e-Voting, maka yang digunakan adalah jumlah pemilih yang terdapat dalam peralatan e-Voting.
(4) Dalam hal peralatan e-Voting mengalami kerusakan pada saat pemungutan suara berlangsung, maka peralatan e-Voting diganti dengan menggunakan peralatan e-Voting lain pada hari pemungutan suara, dan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya tetap diperhitungkan dengan membaca data pada memori hardisk peralatan e-Voting atau menghitung struk pada kotak suara/ audit ditambah jumlah suara pada rekap penghitungan suara pada peralatan e-Voting pengganti.

(5) Dalam hal peralatan e-Voting tidak dapat diganti, maka pemungutan suara dilanjutkan paling lambat besok pagi.
Bagian Kesatu

Persiapan Penghitungan Suara

Pasal 17
(1) Setelah pemungutan suara ditutup, dilanjutkan dengan penghitungan suara.

(2) Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan melakukan persiapan antara lain berupa penyiapan tempat/ meja, petugas (Tim Teknis Lapangan), Saksi, papan, dan perlengkapan serta administrasi penghitungan suara.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 18
(1) Suara sah pemungutan suara dengan peralatan suara secara elektronik, ditentukan dengan memilih tanda gambar Calon dan mendapat tanda bukti telah menggunakan hak memilih.

(2) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan dibantu Tim Teknis Lapangan atas permintaan/ komando Ketua Panitia Pemilihan disaksikan Ketua/ Wakil Panitia Pemilihan, 2  (dua) anggota Panitia Pemilihan, dan dapat disaksikan Calon dan/ atau saksi dengan langkah-langkah:

a. menutup aplikasi pemilihan pada alat e-Voting;

b. membuka kembali aplikasi;

c. menampilkan hasil pemilihan; dan

d. mencetak hasil. 

Bagian Ketiga

Penandatanganan Berita Acara Penghitungan Suara
Pasal 19
(1) Setelah penghitungan suara selesai Ketua Panitia Pemilihan dan 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan, Calon dan/ atau Saksi pada hari dan tanggal itu juga segera menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara.

(2) Sebelum penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Ketua Panitia Pemilihan memberi kesempatan kepada Saksi dan/ atau Calon yang hadir untuk menyampaikan keluhan/ keberatan.

(3) Sebelum Berita Acara Penghitungan Suara ditandatangani ternyata ada keberatan dari Saksi dan/ atau Calon yang hadir, Panitia Pemilihan wajib melakukan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Apabila berdasarkan penyelesaian pihak yang keberatan tetap tidak menerima hasilnya maka Ketua Panitia Pemilihan menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara, dan pihak-pihak yang keberatan dapat menempuh jalur lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Sebelum penyelesaian dilaksanakan Calon dilibatkan untuk menyepakati bersama tata cara dan hasil penyelesaiannya.

(6) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama.

(7) Apabila dikemudian hari terdapat Calon yang mengingkari kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Pemilihan dapat melaporkan kepada pihak berwenang

BAB V

CALON YANG MENDAPATKAN DUKUNGAN SUARA TERBANYAK 
YANG SAMA LEBIH DARI SATU ORANG

Pasal 20 

(1) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

(2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah suara sama pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan bilik dengan wilayah (Dusun) perolehan suara sah yang lebih luas.
(3) Panitia Pemilihan dalam melakukan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengadakan rapat khusus dengan Calon dan pihak-pihak terkait.
Pasal 21 
(1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah suara sama pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), yang mendapat suara sama pada TPS pada wilayah perolehan suara sah yang lebih luas, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. memiliki tingkat pendidikan paling tinggi; 

b. berusia paling tinggi (tua);

c. terdaftar dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan paling lama.

(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara berjenjang, apabila kriteria pada ayat (1) huruf a terpenuhi maka kriteria yang lain tidak berlaku, demikian juga apabila kriteria huruf b terpenuhi maka kriteria huruf c tidak berlaku dan seterusnya.

Pasal 22 

(1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah suara sama pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), pada bilik wilayah (Dusun) perolehan suara sah yang lebih luas, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. memiliki tingkat pendidikan paling tinggi; 

b. berusia paling tinggi (tua);

c. terdaftar dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan paling lama.

(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara berjenjang, apabila kriteria pada ayat (1) huruf a terpenuhi maka kriteria yang lain tidak berlaku, demikian juga apabila kriteria huruf b terpenuhi maka kriteria huruf c tidak berlaku dan seterusnya.

Pasal 23
(1) Untuk keperluan menetapkan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 pada hari pemungutan suara, Panitia Pemilihan mengadakan rapat khusus dengan melibatkan Calon dan pihak terkait.

(2) Calon yang dilibatkan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Calon yang mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah suara sama.

(3) Dalam hal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan dapat diwakili oleh saksi penghitungan suara.

(4) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat terpenuhi, maka keputusan rapat dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan pihak terkait.

(5) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

1. Tim Pengawas Tingkat Desa;

2. Tim Pengawas Tingkat Kecamatan; dan

3. Pimpinan BPD.

(6) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah dan wajib diumumkan kepada masyarakat dan selanjutnya disampaikan kepada semua Calon.
BAB VI
PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENYANDANG DISABILITAS
Pasal 24
(1) Untuk menjamin setiap warga yang mempunyai hak memilih menggunakan haknya, para penyandang disabilitas diperlakukan secara khusus.

(2) Perlakuan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bantuan sedemikian rupa sehingga memudahkan yang bersangkutan memberikan hak suaranya pada pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa.

(3) Perlakuan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap memegang teguh prinsip pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 25
(1) Bagi tunanetra Panitia Pemilihan wajib menyediakan alat bantu sedimikian rupa sehingga pemilih tunanetra mampu menggunakan hak memilihnya secara mandiri.

(2) Petugas dapat membantu pemilih tunanetra dalam verifikasi pemilih, memperoleh Smart Card, membawakan Smart Card dan mengantar pemilih sampai dengan bilik suara.

(3) Petugas atau pengantar tidak diperbolehkan membantu pemilih tunanetra dengan cara:

a. menyentuh tanda gambar calon;

b. memberitahu/ mengarahkan agar memilih calon tertentu 
(4) Petugas atau pengantar dilarang atau sengaja melihat pemilih tunanetra menyentuh tanda gambar calon yang dipilih.

(5) Untuk keperluan pemilih tuna netra, panitia pemilihan melengkapi alat bantu bagi pemilih tuna netra.

BAB VII
PERLAKUAN BAGI PEMILIH SAKIT DAN/ ATAU LANJUT USIA/JOMPO
Pasal 26
(1) Pemilih karena sedang sakit, lanjut usia/ jompo yang datang ke TPS untuk menggunakan hak memilihnya, dapat diberi pertolongan agar mampu menggunakan hak memilihnya secara mandiri.

(2) Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berupa:

a. secara fisik, mendaftar/verifikasi pemilih di TPS, memperoleh Smart Card, membawakan Smart Card, dan mengantar sampai ke Bilik Suara.
b. Nonfisik, menuntun secara lisan mengenai urutan-urutan memilih/menyentuh tanda gambar yang dilakukan langsung oleh pemilih.

(3) Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh petugas TPS dapat dibantu tenaga keamanan.
(4) Petugas yang memberi pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperbolehkan mengarahkan pemilih agar memilih calon tertentu atau membantu dengan menyentuh tanda gambar calon tertentu.
BAB VIII
SAKSI

Pasal 27
(1) Untuk menjamin Pemilihan Kepala Desa yang demokratis dan transparan serta pelaksanaan yang jujur dan adil maka Calon menunjuk Saksi.

(2) Saksi yang dimaksud sebagaimana pada ayat (1) adalah seorang yang ditunjuk oleh Calon yang dibuktikan dengan surat kuasa dari Calon.

(3) Saksi berhak mengikuti jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara.

(4) Saksi ikut menandatangani catatan perhitungan suara dan berita acara penghitungan suara.

(5) Ada atau tidak adanya tanda tangan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mempengaruhi sah atau tidak sah hasil pemungutan suara.

Pasal 28 

(1) Sebelum penghitungan suara ditawarkan kepada Calon untuk mengikuti jalannya penghitungan suara.

(2) Apabila ternyata memilih meninggalkan tempat pemungutan suara dan tidak mengikuti jalannya penghitungan suara, masing-masing Calon membuat surat pernyataan yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan.

(3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi bahwa Calon menyerahkan sepenuhnya kepada Saksi untuk mengikuti jalannya penghitungan suara dan mengambil keputusan mengenai pelaksanaan dan hasil penghitungan suara.

(4) Dengan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Calon wajib menerima hasil keputusan penghitungan suara dan tidak akan mengajukan keberatan mengenai hasil Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 29 

Saksi wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemungutan suara dan berperan serta dalam kelancaran pemungutan suara.
Pasal 30
(1) Saksi harus membawa surat tugas yang berisi:
a. ikut bertanggungjawab kelancaran jalnnya Pemilihan Kepala Desa.

b. ikut meyaksikan jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara;

c. ikut menandatangani seluruh Berita Acara yang sudah disiapkan Oleh Panitia Pemilihan.

d. mewakili calon dalam penghitungan suara.

(2) Biaya saksi menjadi tanggungan calon masing-masing.

BAB IX
TANDA GAMBAR

Pasal 31
(1) Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa secara e-voting menggunakan tanda gambar berupa foto Calon. 

(2) Untuk keperluan pemungutan suara, foto Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinstal ke komputer atau e-voting.

(3) BANJARDAWA tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran.
Pasal 32
(1) Setiap Calon wajib menyerahkan foto diri dalam bentuk soft copy atau foto cetak dengan ketentuan:
a. setengah badan;
b. mengenakan pakaian sipil lengkap (PSL/Jas) berpeci untuk Calon Pria dan mengenakan pakaian harian resmi (blazer) berkerudung untuk Calon Wanita;
c. ukuran foto 10 R;
d. pandangan ke depan; dan
e. latar belakang merah.
(2) Foto Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diserahkan kepada Panitia Pemilihan sebelum waktu kampanye.

Pasal 33
Panitia pemilihan kepala desa yang mendaftarkan diri atau mencalonkan diri sebagai calon kepala desa harus mengundurkan diri dari kepanitiaan pemilihan kepala desa

BAB X
TEMPAT DAN ALAT KELENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 34
(1) Panitia pemilihan wajib menyediakan tempat dan kelengkapan yang aman bagi pemungutan suara.

(2) Tempat yang aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas dari gangguan manusia, hewan dan cuaca.

(3) Kelengkapan pemungutan suara antara lain : bilik suara, peralatan pemungutan suara dengan kelengkapannya, kertas thermal, kotak audit, dan lain-lain.
BAB XI

PELIBATAN CALON DAN SAKSI
Pasal 35
(1) Guna menghindari kecurangan adanya pelanggaran pemungutan suara/penghitungan suara, Calon/saksi yang ditunjuk dilibatkan untuk mengikuti/mengawasi jalannya pemungutan suara/penghitungan suara.

(2) Saksi yang ditunjuk mengikuti/ mengawasi pemungutan suara, 1 (satu) orang untuk masing-masing Calon untuk setiap dusun.

BAB XII

KESEPAKATAN PARA CALON

Pasal 36
(1) Para Calon wajib mewujudkan Pemilihan Kepala Desa secara Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

(2) Para Calon wajib menciptakan keamanan dan ketertiban, agar Pemilihan Kepala Desa berjalan lancar, aman, tertib, dan berhasil memperoleh Calon Terpilih.

(3) Guna mewujudkan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Calon menandatangani kesepakatan bersama. 
(4) Naskah kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi antara lain:
a. siap menjaga ketertiban dan keamanan selama proses, dan paska pemilihan Kepala Desa.
b. siap bersaing secara jujur dan terbuka dengan mengedepankan moralitas yang tinggi serta tidak melakukan politik uang (money politic).
c. siap melaksanakan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilihan Kepala Desa.
d. siap mematuhi semua larangan yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa.
e. siap menerima sanksi administrasi dan hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran Pemilihan Kepala Desa.
f. siap menaati dan mendukung kegiatan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan Tim Pengawas Desa.
g. siap menjaga dan mengendalikan pendukung, tim sukses, pecut, maupun tim kampanye supaya tidak melakukan tindak anarkhis dan tindakan yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, sebelum, selama proses, dan paska pemilihan Kepala Desa.
h. Siap menerima hasil pemungutan suara dengan peralatan e-voting siapapun yang terpilih sebagai Kepala Desa.
(5) Penandatanganan kesepakatan dilaksanakan pada saat Penyampaian Visi dan Misi.
BAB XIII

LARANGAN MEMBAWA TELEPHON GENGGAM

Pasal 37
(1) Pada saat memasuki bilik suara Pemilih dilarang membawa telephon genggam
(2) Larangan membawa telephon genggam bertujuan agar peralatan e-voting tidak terganggu oleh sinyal telephon genggam.
BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38
(1) Hal-hal lain mengenai pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa BANJARDAWA yang belum jelas dapat ditanyakan kepada panitia pemilihan;

(2) Hal-hal yang belum tertuang dalam peraturan ini akan diatur kemudian sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39
Pada saat Peraturan Panitia ini mulai berlaku, maka semua Peraturan Panitia yang mengatur mengenai Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa yang telah ada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40
Pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan kepala desa e-voting berpedoman pada peraturan panitia ini dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Peraturan panitia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
	
	Ditetapkan di BANJARDAWA
pada tanggal ... Juni 2018
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LAMPIRAN 
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BANJARDAWA KECAMATAN TAMAN
NOMOR 
:  5 TAHUN 2018
TENTANG
:
TATA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA BANJARDAWA KECAMATAN TAMAN
A. BERITA ACARA PENGECEKAN, PENGINDENTIFIKASIAN DAN PENGHITUNGAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BANJARDAWA
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG
Jl. Kapten Piere Tendean No. 44 Desa Banjardawa 

Kecamatan Taman 52361

BERITA ACARA 

PENGECEKAN, PENGINDENTIFIKASIAN DAN PENGHITUNGAN
Nomor : 141/..../PANPIL/2018
Pada hari ini  ........ tanggal ... bulan ... tahun ...,  kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Banjardawa berdasarkan Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, telah melakukan pengecekan, pengindentifikasian dan penghitungan sebelum pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Banjardawa, terhadap:

a. pengecekan peralatan e-Voting/ komputer dan aplikasi pemilihan dalam kondisi nol.

b. pengindentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan

c. penghitungan jumlah setiap dokumen dan/ atau peralatan lain

Bahwa berdasarkan kegiatan pengecekan sebagaimana dimaksud, maka terhadap poin pengecekan dari huruf a sampai dengan huruf c, yang terdiri dari peralatan e-voting, jenis dan jumlah dokumen dan peralatan e-Voting, kami dapati bahwa seluruhnya layak untuk menunjang pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Banjardawa Kecamatan Taman Tahun 2018, dengan lancar dan tertib.  

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

	SAKSI
1. .....................  ..............

2. .....................  ..............

3. .....................  ..............

4. .....................  ..............

5. .....................  ..............


	PANITIA PEMILIHAN 
KEPALA DESA BANJARDAWA
KECAMATAN TAMAN
KETUA,

................
Anggota Panitia,

1. Nama : .........                 ........





2. Nama : .........                 ........








B. BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PETUGAS PEMILIHAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BANJARDAWA
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG
Jl. Kapten Piere Tendean No. 44 Desa Banjardawa 

Kecamatan Taman 52361

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Nomor : ................................

Pada hari ini .......... tanggal ............ bulan ............ tahun ............ dengan mengambil tempat di ............................................... , berdasarkan Pasal  8 Ayat (6) Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa  dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banjardawa Nomor : ............................. Tanggal .................................. Tentang Petugas Pemilih Pemilihan Kepala Desa Banjardawa Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, Kami :
	No
	Nama
	Jabatan Petugas Pemilihan
	Alamat

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	...
	
	
	


Telah mengangkat Sumpah/Janji Jabatan secara agama ...................... sebagai berikut :

“DEMI ALLAH/ TUHAN, SAYA BERSUMPAH/ BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI TUGAS DAN KEWAJIBAN SAYA SELAKU PETUGAS PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA, BAHWA SAYA AKAN TAAT MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS-LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI PEMILIHAN KEPALA DESA.”

Demikian Berita Acara Pengangkatan Sumpah/Janji Jabatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

	YANG MENGANGKAT SUMPAH/JANJI
	YANG MENGAMBIL SUMPAH/JANJI

	No
	Nama
	Tanda tangan
	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BANJARDAWA

	1
	......................
	......................
	KECAMATAN TAMAN

	2
	......................
	......................
	KETUA

	3
	......................
	......................
	

	4
	......................
	......................
	( ...................................................)

	5
	......................
	......................
	

	...
	......................
	......................
	


C. BERITA  ACARA  PEMUNGUTAN SUARA


PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BANJARDAWA
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG
Jl. Kapten Piere Tendean No. 44 Desa Banjardawa 

Kecamatan Taman 52361

BERITA  ACARA  PEMUNGUTAN SUARA

Nomor : 141/..../PANPIL/2018
Pada hari ini  ........ tanggal ... bulan ... tahun ...,  kami Panitia Pemilihan Kepala Desa BANJARDAWA telah melakukan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa BANJARDAWA  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Pasal 79  Peraturan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Panitia Permilihan Kepala Desa BANJARDAWA Kecamatan TAMAN Nomor 5 tentang Tata Cara Pemungutan Suara, yang berjalan lancar, aman, tertib dan teratur.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

	CALON KEPALA DESA

1. ..............................  ..............

2. ..............................  ..............

3. ..............................  ..............

4. ..............................  ..............

5. ..............................  ..............


	PANITIA PEMILIHAN 
KEPALA DESA BANJARDAWA
KECAMATAN TAMAN
KETUA,

................


D. BERITA ACARA PENGUNDURAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA


PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BANJARDAWA
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG
Jl. Kapten Piere Tendean No. 44 Desa Banjardawa 

Kecamatan Taman 52361

BERITA  ACARA  

PENGUNDURAN WAKTU PEMUNGUTAN  SUARA

Nomor: 141/....../PANPIL/2016
Pada hari ini  ... tanggal ... bulan ... tahun ...  kami Panitia Pemilihan Kepala Desa BANJARDAWA melaksanakan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa BANJARDAWA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa disebutkan bahwa Dalam hal terjadi pengunduran waktu pemungutan suara dituangkan dalam Berita Acara dan dan sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (5) dan  ayat (6) Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa BANJARDAWA Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Suara yang menyebutkan bahwa Dalam hal peralatan e-Voting tidak cukup waktu untuk menampung pemilih maka dilakukan pengunduran waktu pemungutan suara dan dalam hal terjadi pengunduran waktu pemungutan suara dituangkan dalam Berita Acara. 

Sesuai dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa BANJARDAWA Nomor : ........ Tentang Waktu dan Tempat Pemungutan Suara ditetapkan bahwa waktu pembukaan pada pukul. 07.00 WIB dan penutupan rapat pemungutan suara pukul 15.00 WIB, maka sampai dengan pukul 15.00 WIB masih terdapat sejumlah pemilih yang hadir di TPS belum dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan peralatan e-Voting tidak cukup waktu untuk menampung pemilih, maka penutupan rapat pemungutan suara diundur selama ... (....) jam sampai dengan pukul. ...... WIB.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
	CALON KEPALA DESA

1. ..............................  ..............

2. ..............................  ..............

3. ..............................  ..............

4. ..............................  ..............

5. ..............................  ..............
	PANITIA PEMILIHAN 
KEPALA DESA BANJARDAWA
KECAMATAN TAMAN
KETUA,

.................


E. BERITA  ACARA  PENGHITUNGAN SUARA


PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BANJARDAWA
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG
Jl. Kapten Piere Tendean No. 44 Desa Banjardawa 

Kecamatan Taman 52361

BERITA  ACARA  PENGHITUNGAN SUARA

Nomor: 141/..../PANPIL/2018
Pada hari ini  ... tanggal ... bulan ... Tahun ...  kami Panitia Pemilihan Kepala Desa  telah melakukan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa BANJARDAWA sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa bersama dengan para saksi, dengan hasil sebagai berikut:

1. JUMLAH KARTU SUARA YANG TERSEDIA
:
........

2. JUMLAH PEMILIH YANG HADIR MENGGUNAKAN HAK PILIH
:
........

3. JUMLAH SUARA (DIPAKAI TETAPI SUARANYA TIDAK SAH)
:
........

4. JUMLAH SUARA SAH
:
........
4.1. Sdr. …………….

(Gambar ……….……….)
:
........
 

4.2. Sdr. …………….

(Gambar ……….……….)
:
........ 

4.3. Sdr. …………….

(Gambar ………………..)
:
........
4.4. Sdr. …………….

(Gambar ………………..)
:
........
4.5. Sdr. …………….

(Gambar ………………..)
:
........
5. JUMLAH SISA KARTU SUARA YANG TIDAK TERPAKAI:

- Ditukar sebelum dipakai karena rusak dan sebagainya
: 
........
- Sisa tidak dipakai

: 
........
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
PANITIA PEMILIHAN 
KEPALA DESA BANJARDAWA
KECAMATAN TAMAN
	
	

	1. KETUA

.............

2. SEKRETARIS

.............

3. SEKSI PEMUNGUTAN SUARA

..............


	SAKSI

1. ................................ ..............
2. ................................ ..............
3. ................................ ..............

4. ................................ ..............

5. ................................ ..............
	CALON KEPALA DESA

1. ..............................  ..............

2. ..............................  ..............

3. ..............................  ..............

4. ..............................  ..............

5. ..............................  ..............


F. REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA .....
KECAMATAN .....
	NO
	NAMA CALON
	TANDA GAMBAR
	PEROLEHAN SUARA
	JUMLAH
	KETERANGAN

	
	
	
	DUSUN/ BILIK I
	DUSUN/ BILIK II
	DUSUN/ BILIK III
	DUSUN/ BILIK IV
	DUSUN/ BILIK V
	DUSUN/ BILIK VI
	DUSUN/ BILIK VII
	DUSUN/ BILIK VIII
	DUSUN/ BILIK IX
	DUSUN/ BILIK X
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	JUMLAH SUARA SAH
	
	

	
	JUMLAH SUARA TIDAK SAH
	
	

	
	JUMLAH TOTAL
	
	


	      Saksi
	
	    Calon Kepala Desa
	Panitia Pemilihan 
Kepala Desa .....

	1.
	……………………………
	(……………………………)
	1.
	……………………………
	(……………………………)
	Ketua

	2.
	……………………………
	(……………………………)
	2.
	……………………………
	(……………………………)
	

	3.
	……………………………
	(……………………………)
	3.
	……………………………
	(……………………………)
	

	4.
	……………………………
	(……………………………)
	4.
	……………………………
	(……………………………)
	

	5.
	……………………………
	(……………………………)
	5.
	……………………………
	(……………………………)
	(……………………………………)

	
	
	
	
	
	
	


G. GAMBAR CALON



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BANJARDAWA
KECAMATAN TAMAN
	KETUA

MUHAMMAD YUSUF, SE.,M.Si
	SEKRETARIS

IIN NURINA PUTRI, ST
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NAMA





NAMA





NAMA





NAMA





NAMA








